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TUGAS WANTIKNAS (KEPPRES 1 TAHUN 2014)

• Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan

nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;

• Melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan

langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul

dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

• Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah

Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah,

Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya

dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

serta memberdayakan masyarakat; dan

• Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian

agar efektif dan efisien.



Koordinasi dan Kerja sama, a.l: 

▪ Implementasi Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI)

▪ Smart City Menuju Smart Nation

▪ National Cyber Security Issues

▪ Penerapan e-Gov’t dan e-Commerce

▪ Sinkronisasi Prembangunan Infrastruktur TIK

▪ Tata Kelola & KelembagaanTIK

▪ Moratorium Data Center 

Program Kerja WANTIKNAS (Keppres No. 1/2014)

Perumusan Kebijakan,  a.l :

▪ Kajian NGCIO Indonesia
▪ Menyusun Kajian e-Literacy, dan
▪ Pembuatan Masterplan Smart City
▪ Tim Perumus Pembentukan BSSN
▪ Solusi Data Center Pemerintah Terpadu



RENCANA PITA LEBAR
Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 

tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019
Konsep dan rencana pembangunan akses internet berkecepatan tinggi

(broadband) Indonesia.



RENCANA PITA LEBAR INDONESIA 

MBKI 2014
USABLE, AFFORDABLE, 

EMPOWERING

SMART 

CITY

BROADBAND PLAN : 

“CONNECT,  INNOVATE, 

TRANSFORM”

MBKI = MEANINGFUL BROADBAND KOTA/KAB INITIATIVE

MENGHAPUS KESENJANGAN 

DIGITAL INDONESIA 2019

PERPRES 96/2014

Prioritas: 

E-GOVT, E-HEALTH,
E-EDU, E-LOG, E-PROC



EH,  SMART CITY, APAAN SIH ?



SMART CITY INDONESIA?

“Konsep Penataan Kota Secara Terintegrasi
Dengan Cakupan Pembangunan Yang Luas

Dan Dipadukan Dengan Perkembangan
Teknologi Informasi Dan Komunikasi”

(KEMENDAGRI)

Reference: “A smart city is an urban area that uses different types of electronic 
data collection sensors to supply information used to manage assets and 
resources efficiently”.

[Wikipedia, the free encyclopedia]



50 Kota dan Kabupaten Ikuti Gerakan Menuju 
100 Smart City Tahap II



ERP Akan Diterapkan di Jakarta pada 2019 
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DATA CENTER



Belanja TIK di Lingkungan Pemerintah

Pengembangan Data Center

oleh Instansi Pem. Pusat dan

Daerah secara sendiri-sendiri

tanpa standar keamanan dan

acuan kapasitas yang jelas. 

❑ Yan Publik Tidak Terjamin

❑ Risiko Kebocoran Informasi

❑ Pemborosan Anggaran

Pengeluaran Belanja TIK Pemerintah.
Source: Kemenkeu



Potret DC di Lingkungan Pemerintah

Faktor Utama 

Visi Manajemen, Kualitas SDM, Lingkungan, Anggaran

KISS-less

No koordinasi, No standarisasi, No sertifikasi

Solusi

DC Bersama (Kementerian, Lembaga dan BUMN)

Dampak

Silo-silo, Efektivitas, Efisiensi, Image



Moratorium Data Center

Perpres No.96/2014 tentang

Rencana Pitalebar Indonesia 

2014-2019

Perpres No.2/2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019

Mempercepat implementasi e-Govt dengan
mengutamakan prinsip Keamanan, 
Interoperabilitas dan Cost Effective

Moratorium pembangunan fasilitas

DC dan DRC

Kualitas keamanan, efisiensi
dan Utilitas existing!

Sources: BP3TI 2017



➢ Dengan terbitnya Perpres No. 96 / 2014 tentang RPI

dan Perpres No. 2 / 2015 tentang RPJMN, Instansi

Pemerintah tidak diizinkan membangun Data Center

➢ Saat ini diperlukan solusi mengingat kebutuhan

infrastruktur TIK untuk menunjang layanan SPBE

(e-Govt) di Instansi Pemerintah semakin meningkat.

➢ Terdapat DC milik Pemerintah atau BUMN yang

sudah sesuai standar masih belum digunakan secara

optimal

Pasca Moratorium

Sources: BP3TI 2017



DC milik Pemerintah baik PNBP atau BUMN 
dapat disewakan dan digunakan oleh K/L lain.

BP Batam

BPPT Serpong

Telkom Sigma

Optimalisasi DC Nasional

✓ Co-location 

✓ Managed Service

✓ Dedicated Server

✓ Combination

Sources: BP3TI 2017



Cloud Computing



Palapa Ring: Infrastruktur Tulang 
Punggung Ekonomi Digital Indonesia





PON 2020: ACCI HARUS BISA!
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